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RUU Pen!Jiaran dan 
PembungKaman Pers 

Indonesia memiliki jejak kelam pembungkaman pers. Pengekangan · 
kebebasmi pers menjadi kemunduran demokrasi. Fungsi pers sebagai 
kontrol pemerinlah akan tumpul. 

Tatang Mulyana Sinaga 

ruvisi Undang-Undang 
Penyiaran menyulut ke
aduhan. Sejumlah pasal 

dalam draf yang beredar ber
potensi mengekang kebebasan 
pers dan berekspresi. Jika di
sahkan menjadi undang-un
dang, hal ini akan menjadi ke
munduran sekaligus meng
ulang jejak kelam pembung
kaman pers di negeri ini. 

Dalam dua pekan terakhir, 
gema penolakan terhadap draf 
revisi UU Penyiaran terus di
gaungkan. Penolakan bukan 
hanya di komunitas pers, me
lainkan juga publik. 

Di Jakarta, puluhan jurnalis 
berunjuk rasa di depan Ge
dung DPR, Senin (27/5/2024). 
Mereka membawa sejumlah 
poster yang menyuarakan pe
nolakan terhadap draf Ran
cangan Undang-Undang 
(RUU) Penyiaran. Ada poster 
bertuliskan "Jurnalisme Inves
tigasi Dikebiri, Demokrasi Ma
ti" dan "Hentikan Pembung
kaman, Selamatkan Kebebas-
an". 

Lalu, apa bahayanya draf 
RUU Penyiarau itu bagi ke
bebasan pers? Bagaimana na
sib kebebasan berekspresi dan 
demokrasi di negeri ini jika 
pemerintah dan DPR ngotot 
menyetujui draf tersebut dan 
mengesahkannya menjadi un
dang-undang? 

Ketua Umum Ikatan Jurna
lis Televisi Indonesia (IJTI) 
Herik Kurniawan mengatakan, 

- sejumlah pasal dalam raf 
RUU Penyiaran berpeluang 
memberangus kebebasan pers. 
Pasal SOB Ayat (2) Huruf c, 
misalnya, mengatur tentang 
standar isi siaran yang salah 
satu poinnya melarang pena
yangan eksklusif liputan inves
tigasi. 

Ketentuan tersebut menjadi 
anomali karen a jurnalistik in
vestigasi merupakan mahkota 
dari kerja-kerja jurnalis. Inves
tigasi dibutuhkan untuk meng
ungkap kebenaran suatu kasus. 

"Yang takut dengan ker
ja-kerja jurnalistik adalah me
reka yang bersalah. Fungsi 
pers itu kontrol sosial, terma
suk terhadap kekuasaan ekse
kutif, legislatif, dan yudikatif," 
ujarnya. 

Hal lain yang dipersoalkan 
adalah pasal terkait penayang
an yang mengandung berita 
bohong, fitnah, penghinaan, 
dan pencemaran nama baik. 
Pasal ini sangat multitafsir, 
terutama menyangkut penghi
naan dan pencemaran nama 
baik. 

Selain itu, ada juga pasal 
terkait penyelesaian sengketa 
jurnalistik penyiaran dilakukan 
oleh Komisi Penyiaran Indo
nesia (KPI). Ketentuan ini ber
singgungan dengan UU Nomor 
40 Tahun 1999 tentang Pers 
yang mengamanatkan penye
lesaian sengketa jurnalistik di
lakukan di Dewan Pers. 

Pasal-pasal tersebut menjadi 
paradoks terhadap upaya pe-

.. negakan kemerdekaan pers 

yang dirintis sejak awal refor
masi. Apalagi, lanjut Herik, 
masyarakat pers yang diwakili 
Dewan Pers dan 11 konstitu
ennya tidak dilibatkan dalam 
penyusunan dan pembahasan 
draf terse but. 

Sejarah pembungkaman 
Revisi UU Penyiaran patut 

diwaspadai akan memberangus 
kebebasan pers. Meskipun 
DPR membantah terdapat in
tensi pembungkan1an pers me
lalui sejumlah pasal dalam draf 
revisi UU tersebut, komunitas 
pers tetap berkukull agar pem
bahasannya dihentikan. 

Perkembangan terbaru, me
nurut Ketua Badan Legislasi 
DPR Supratman Andi Agtas 
saat ditemui di Kompleks Par
lemen, Jakarta, Selasa (28/5), 
pembahasan draf Rancangan 
Undang-Undang Penyiaran 
akan ditunda. Penundaan salah 
satunya berdasarkan permin
taan dari Fraksi Partai Gerin
dra untuk menghentikan se
mentara pembahasan RUU 
tersebut. 

Pembungkaman pers memi
liki sejarah panjang di negeri 
ini, bahkan sebelum Indonesia 

f merdeka. Di masa penjajahan, 
pada 1905, Dja Endar Moeda, 
jurnalis di Padang, Sumatera 
Barat, terkena delik pers. Ia 
dihukum cambuk dan diusir 
dari Padang. Banyak tulisannya 
yang mengkritik kebijakan dan 
ketimpangan hukum yang di
terapkan pemerintah kolonial 

_ Belanda. 



Sumber: KOt'JPAS 

·- Kala itu, surat ka0ar jug; 
dijadikan sebagai alat perju
angan untuk melawan penja
jahan. Hal inilah yang dikha
watirkan P,enjajah sehingga 
membuat mereka berupaya 
mengontrol media. 

Setelah Indonesia m~deka, 
gejala pengekangan kebebasan 
pers mulai terlihat pada 
1950-an. Pada 1957, pemerin
tah Orde Lama memberlaku
kan penahanan, sanksi perizin
an, dan sanksi ekonomi rerkait 
pemberitaan media. Sejurnlah 
surat kabar, seperti Harian In
donesia Raya, Pedoman, dan 
Nusantara, dibubarkan. 

Pemerintah Orde Lama juga 
mewajibkan perusahaan pets 
memiliki surat izin terbit. Se
lain itu, Penetapan Presiden 
Nomor 4 Tahun 1963 tentang 
Pengamanan terhadap Ba
rang-barang Cetakan yang lsi~ 
nya Dapat Mengganggu Keter
tiban Umum menjadi alat da
lam mengontrol informasi 
yang disebarluaskan pada ma
syarakat. 

Di masa itu, Dewan Pers di
bentuk pada 1967 dan diketuai 
Menteri Penerangan. Kemudi
an, terbit UU Pokok Pers No
mor 21 Tahun 1982 yang se
makin mengekang kebebasan 
pers. Sejurnlah media dibere
del dengan mencabut surat 
izin usaha penerbitan pers (SI
UPP)-nya. 

Kemudian, masa reformasi 
membawa angin segar bagi ke
bebasan pers. Sejak penerbitan 
UU Nomor 40 Tahun 1999 
tentang Per.§. SIUPP tidak lagi 
diberlakukan. 

Perusahaan media pun tum
buh hingga ke daerah-daerah. 
Namun, penghalangan terha
dap kerja jurnalistik dan ke
kerasan pada wartawan masih 
terus terjadi. 

· Berdampai< luas 
1 RUU Penyiaran tidak hanya 

berdampak terhadap komuni
tas pers, tetapi juga masyara
kat luas. Lewat pemberitaan 
investigasi, masyarakat akan 
mendapatkan informasi lebih 
mendalam dan fakta-fakta 
yang belum terungkap sebe
lumnya. Namun, jika pena
yangan eksklusif liputan 
jurnalistik investigasi dilarang, 
hak konstitusional masyarakat 
untuk tahu pun akan dibatasi. 

Koordinator Divisi Advokasi 
Serikat Pekerja Media dan In
dustri Kreatif untuk Demokra
si (Sindikasi) Guruh Riyanto 

. menuturkan, RUU Penyiaran 
tidak sekadar mempersulit ke
bebasan pers dan berekspresi, 
tetapi juga mereduksi ruang 
pendapatan ekonomi. Menurut 
dia, pekerja media akan 
sangat dirugikan jika pasal-pa
sal bermasalah dalam draf 
RUU tersebut disahkan men
jadi UU. 

"Dalam hal adanya larangan 
jurnalisme investigasi, negara 
hukannya meningkatkan lite
rasi digital, justru membuat la
rangan seakan-akan negara pa
ling benar. Seharusnya negara 
mencerdaskan masyarakat, bu
kan memberangus sana-sini," 
katanya. 

Sekretaris Jenderal Aliansi 
Jurnalis Independen (AJI) Ba
yu Wardhana menyebutkan, 
draf RUU Penyiaran harus di
tolak karen a dapat melemah
kan demokrasi dan daya kritis 
publik. Bahkan, sejumlah pa
salnya berpotensi mengekang 
kreativitas kreator konten di-

1 gital. 
"Jadi, mari kita satukan as

pirasi untuk menolak RUU Pe
nyiaran ini tanpa kompromi," 
ujarnya. (NIA/WIL/BOW) 


